BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOE 29 TAHUN 2019

FENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 129 TAHUN 2018 TENTANG
TIM PEMDBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang

Mengingat

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan

dan tugas pokok tim, maka perlu menetapkan Keputusan

Bupaii tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor

129 Tahun 2013 tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoriesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawal  Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manzjemen  Pegawai  Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 1entang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan
Pemeriksaan  terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
Terndikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan Ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;

SO



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2018
tentang Pembinaan Disiplin  Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan
susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ni.

Mengubah tugas ©mm pada huruf e dalam Diktum KEDUA
Keputusan Bupan Kapuas Hulu Nomor 129 Tahun 2018
tentang Pembinazn  Disiplin @ Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi
huruf e baru dan huruf h baru sehingga berbunyi:

e. "menvelenggarakan sosialisasi yang berhubungan
dengan proses dan mekanisme pembinaan dan
penjatihan hukuman disiplin serta memberikan
konsultasi perkawinan dan pelayanan mediasi
perceraian bagl Pegawai Negeri Sipil”;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
biaya vang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4| J4wvan) 2019

jBUPATI KAPUAS HULUg#~"

\‘—\
A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Biro Hukum

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Bidang Data, Disiplin dan Korps ASN di Pontianak;

3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEFUTUSAN BUPATI NOMOR 129 TAHUN 2018 TENTANG
SIPIL DI LINGKUNGAN

TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NEGERI

TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

JABATAN POKOK

JABATAN DALAM TIM

3

BUPATI KAPUAS HULU

PENGARAH

WAKIL BUPATI KAPUAS HULU

PENANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULL

KETUA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA  KABUPATEN  KAPUAS
HULU

WAKIL KETUA

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN
KAPUAS HULU

SEKRETARIS

ASISTEN PEMERINTAHAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULLU

ANGGOTA

PEMBANGUNAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULL

ANGGOTA

ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

ANGGOTA

KEPALA BIDANG DATA . DISIPLIN
DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAIL
PADA BADAN KEPECGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMEER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
HULU

ANGGOTA




2
<

3

10.

KEPALA BIDANG PENCADAAN DAN
MUTASI PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMRBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
HULU

ANGGOTA

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
HULU

12.

ANGGOTA

KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN
KESEJAHTERAAN PEGAW AT PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
HULU

13

ANGGOTA

KEPALA SUB BIDANG DATA DAN
PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
HULU

14.

ANGGOTA

STAF DI BIDANG DATA, DISIPLIN
DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMEER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAFPUAS
HULU

ANGGOTA

ééUPATI KAPUAS HULUﬁ/

A.

—_—
. NASIR



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG TIM
PELAKSANA PENGAWASAN DAN [NSPEKSI KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

. Menimbang . bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan
keanggotaan timm, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 130
Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Pengawasan dan
Inspeksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undeng Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagar Undang-undang (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik

1



Menetapkan
KESATU

10.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republilkk [ndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegaweai Negeri Sipil;

. Peraturan DBupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010

tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan
Kerja Perangkat  Daerah untuk  Melaksanakan
Permeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
Penjatuhan lHukuman Disiplin sesuai dengan Ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi. serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kapuas Hulu;

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018
tentang  Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 130 Tahun 2018

tentang Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai

2



KEDUA

. KNETIGA

Neger: Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran vang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Mengubah tugas tim pada huruf e dalam Diktum KEDUA
Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 130 Tahun 2018
tentang Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai
Neger: Sipil di Lirgkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu vang selanjumya menjadi huruf e baru sehingga
berbunvi:

e. “mengadakan operasi penertiban disiplin Pegawai
Negeri Sipil vang pada saat jam kerja berada di
Juar kantor tanpa izin/tugas yang sah dari

pimpinan’;

Kepuiusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
biaya vang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah habupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran
2019

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal £ J4vuAzl 20\9

’éBUPATI KAPUAS HULU#/
’

—
A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan in: disainpa:kan kepada Yth.:
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukun;
2. Kepala Badan Kepegav zizan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Ketua Dewan Perwalilan Rakvar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di

Putussibau;

i, Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG TIM
PIELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPERKSI KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI
KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

JABATAN POKOK

: NOMOR JABATAN DALAM TIM
1 - 3
L. BUPATI KAPUAS HULU PENGARAH
2. WAKIL BUPATI KAPUAS HULU PENANGGUNG JAWAB
3. SEKRETARIS DAERAH KETUA
KABUPATEN KAPUAS HULU
4 KEPALA BADAN KEPECGAWAIAN WAKIL KETUA
| DAERAH KABUPATEN KAPUAS
HULU
5. SEKRETARIS BADAN SEKRETARIS
KEPEGAW AIAN DAERAH
KABUPATIEN KAPUAS HULU
6. | ASISTEN PEMERINTAHAN PADA ANGGOTA
i SEKRETARIAT DAERAI]
: KABUPATEN KAPUAS HULU
— INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS ANGGOTA
| HULU
| 8. |KEPALA SATUAN POLISI PAMONG ANGGOTA
| PRAJA
9. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN ANGGOTA
| PADA SEKRETARIAT DAERAH
| KABUPATEN KAPUAS HULU
10. | KEPALA BIDANG DATA. DISIPLIN ANGGOTA
DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
11. |[KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN ANGGOTA

DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI




1 3 3

1D, KEPALA SUB BIDANG DATA DAN ANGGOTA
PELAYANAN KIEPEGAWAIAN

13. | STAF DI BIDANG DATA. DISIPLIN ANGGOTA

DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGCAN SUMEER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
HULU

éUPATI KAPUAS Hurf

——

A.Ml. NASIR
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AO.D QF V|

~“BUPATI KAPUAS HULU

PI\’(‘\/} NSI KALIMANTAN BARAT

KEPU

PERUBAHAN ATAS KEPLU

130 TAHUN 2018

Disusun oleh:
Kepala Bldang ata, Disiplin (lan

Diketahui oleh:
Kepala Badan Kepegawaian (an
Pengembangan Sumber Da:

Manusia Kabupaten Kapuas Hulu,

H. SARB ,S.E.,, M.A.P
NIP. 19610415 198608 1 (0.3

Diteliti oleh:
Kepala Bagian Hukum,
x;“’ "’1"‘:\ '
ELISABET ROSLIN, 8.H., M Si.
NIP. 19671105 199003 2 (10

NIP. 10590816 108503 111

Disahkan oleh:
Bupati Kapuas Hulu,

A.M. NASIR

TEN

TUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG

I'TUSAN BUPATI RKAPBAS HULU NOMOR

TANG TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN
INSPEKS! KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang :

Mengingat

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa sehubungan dengan adanya

perubahan susunan Kkeanggotaan
tim, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang

Perubahan Atas Keputusan Bupati
Kapgas—Huatu Nomor 130 Tahun
2018 tentang Tim  Pelaksana
Pengawasan dan Inspeksi
Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu;

1. Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor
3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il
di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Womor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerahh (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
rentarng Disiplin Pegawai Negeri Sipil,;

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri
Sipil vang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin
sesual  dengan  Ketentuan dalam  Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

%

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor .!F. Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran
2019;

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanje Daerah Tahun Anggaran 2019;



MIEMUTUSKAN:

Menetapkan ;
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati KepwasHutu Nomor

130 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Inspeksi
lKedisiplinar:  Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemmerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran®f
vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Keputusan mi.

KEDUA : Mengubabh tugas tim pada huruf e dalam Diktum

KEDUA Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 130
Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Inspeksi
Kedisiplinan  Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemermtah Kabupaten Kapuas Hulu yvang selanjutnya
menjadi hurof e baru sehingga berbunyi:

e. "“mengadakan operasi penertiban disiplin
Pegawai Negeri Sipil yang pada saat jam kerja
berada di luar kantor tanpa izin/tugas yang
sah dari pimpinan”;

|

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya<

Keputusan ini  dibebankan kepada  Anggaran Y
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu.TA 20195

-

KEPMPAT > : Keputusan mi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandan

dengarn ketemtuan: apabila di kemudian hari teravata
terdapat - kekeliruan —datam Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan-sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disarmpaikan kepada Yth.:

1.

2.

3.

Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;

u.p. Kepala Biro Hukum;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di
Pontianak;

Ketua Dewan Perwzakilan Rakyvat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di
Putussibau;

Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.



LAMPIRAN #

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR

TENTANG

KAPUAS HULU
TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARPUAS HULU NOMOR 130
TAHUN 2018 TENTANG TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI
KEDISIPLINAN PEGAW Al NEGER! SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI
KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR JABATAN POKOK JABATAN DALAM TIM |
I 2 3
1. BUPATI KAPUAS HULU PENGARAH
WAKIL BUPAT! KAPUAS HULU PENANGGUNG JAWAB
SEKRETARIS DAERAIH KETUA
KABUPATEN KAPUAS HULU
4. | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN WAKIL KETUA
DAERAH KABUPATEN KAPUAS
HULU
i 5, SEKRETARIS BADAN SEKRETARIS
 KEPEGAWAIAN DAERAH
' KABUPATEN KAPUAS HULU
| 6. ASISTEN PEMERINTAFHAN PADA ANGGOTA
i SEKRETARIAT DAERAH
; KABUPATEN KAPUAS HULU
I'A 7. INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS |  ANGGOTA
| HULU
8. | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG ANGGOTA |
PRAJA |
9. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN ANGGOTA |
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
10. | KEPALA BIDANCG DATA, DISIPLIN ANGGOTA
DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAIL
11. | KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN ANGGOTA
DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
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12. | KEPALA SUB BIDANG DATA DAN ANGGOTA
PELAYANAN KEPEGAWAIAN
13. | STAF DI BIDANG DATA. DISIPLIN ANGGOTA

!

| DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

' PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
}

\ PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
‘HULU TRk . [ ORG

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



